BAB1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat berhak mendapatkan informasi
yang transparan. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya tingkat
kesadaran masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa akan selalu ada keluhan, aduan,
kritik, maupun masukan yang disampaikan oleh masyarakat kepada berbagai pihak, baik
itu instansi pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya. Hal ini merupakan hal yang
wajar dan sangat penting untuk diperhatikan. Masyarakat, sebagai bagian dari lingkungan
yang dilayani, sering kali memiliki pandangan, harapan, maupun kekhawatiran yang perlu
didengar dan dipahami.

Keluhan dan aduan yang disampaikan mencerminkan adanya kebutuhan untuk
perbaikan dan peningkatan kualitas layanan. Kritik yang konstruktif menjadi salah satu
sarana yang efektif untuk mendorong organisasi pemerintah agar lebih responsif terhadap
permasalahan yang ada. Sementara itu, masukan yang disampaikan masyarakat dapat
menjadi sumber informasi yang berharga, yang mampu memberikan perspektif baru untuk
inovasi dan pengembangan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang
menerima keluhan, aduan, kritik, dan masukan tersebut untuk menyikapinya dengan sikap
terbuka dan profesional. Dengan cara ini, diharapkan dapat tercipta hubungan yang saling
menghargai antara masyarakat dan pihak yang bersangkutan, serta menghasilkan solusi
yang lebih efektif dan memadai.

Dengan memanfaatkan keluhan dan kritik sebagai umpan balik yang konstruktif,
diharapkan dapat melakukan evaluasi diri, memperbaiki kekurangan yang ada, dan
meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari
tanggung jawab sosial, mendengarkan dan merespons dengan tepat terhadap keluhan dan
masukan masyarakat adalah langkah penting dalam mewujudkan kemajuan dan
kesejahteraan bersama.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kebumen utamanya untuk
meningkatkan dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni,
Ngayomi, Ngayemi, Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen mengelola pengaduan
masyarakat yang meliputi tiga jenis/kanal.

Berbagai kanal aduan telah disediakan untuk mempermudah masyarakat dalam

melaporkan aduan, aspirasi maupun permohonan informasi. Pertama, berdasarkan Perpres



76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik serta meneruskan Road
Map pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Nasional, maka Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dijadikan sebagai layanan penyampaian semua
aspirasi dan pengaduan masyarakat. Kedua, pengelolaan pengaduan masyarakat melalui
sarana teknologi informasi di wilayah Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media
Komunikasi Elektronik Di Jawa Tengah. Ketiga, berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen
Nomor 500.12.1/579 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Koodinasi Pengelolaan
Layanan Pengaduan Lapor Cepat Bupati yang merupakan wadah bagi masyarakat
Kebumen untuk menyampaikan kritik dan masukan atas kinerja Pemerintah Kabupaten
Kebumen.

Melalui berbagai kanal aduan tersebut yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kebumen diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi

masyarakat dalam menyampaikan aduan dan aspirasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara
Nasional;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik Di Jawa Tengah;

8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan

Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.



9. Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.12.1/579 Tahun 2024 tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Layanan Pengaduan Lapor Cepat Bupati



C. TUJUAN

1. Laporan ini bertujuan mengetahui jumlah aduan dan klasifikasinya baik melalui kanal
aduan Lapor!, LaporGub, dan Lapor Cepat Bupati. Selain itu untuk mengetahui
pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengelola
Aduan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

2. Peluang untuk perbaikan, memperkuat sistem, dan meningkatkan kualitas layanan.
Mengidentifikasi secara lebih akurat berbagai permasalahan yang sering terjadi, baik
dalam pelayanan publik maupun proses internal. Meningkatkan responsivitas petugas,
serta menyempurnakan alur pelayanan.

3. Sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan rekomendasi pengelolaan pengaduan
masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah strategis di Kabupaten Kebumen
periode Januari-Desember 2025 serta periode berikutnya yang lebih berkualitas,

profesional, dan sesuai harapan masyarakat.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun 2025, berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.12.1/579
Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Koodinasi Pengelolaan Layanan Pengaduan Lapor
Cepat Bupati, personel Tim Pengelola Aduan Kabupaten Kebumen berjumlah 60 orang,
termasuk Pembina yang dijabat oleh Bupati Kebumen, Penanggung Jawab dijabat oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Ketua dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kebumen dan Sekretaris dijabat oleh Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.

Tim pengelola aduan memiliki admin utama yang terdiri dari tiga personel dari
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dan satu admin di 24 OPD dan
26 Kecamatan. Setiap anggota tim memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk
melaksanakan pengelolaan aduan yang terdapat pada masing-masing kanal aduan yang
digunakan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola aduan,
Pemerintah Kabupaten Kebumen selalu mengikuti sosialisasi atau bimtek pengelolaan
aduan yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kementerian
Komunikasi dan Digital. Selain itu mengadakan sosialisasi, bimtek, atau penguatan

kapasitas bagi petugas pengelola aduan se-Kabupaten Kebumen.



E. SARANA PRASARANA

Pengelolaan Aduan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen memanfaatkan berbagai
sarana dan prasarana guna menunjang kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang
prima. Secara luring atau datang langsung ke Kantor Dinas Kominfo Kabupaten
Kebumen, yakni di Jalan K.H. Hasyim Asy'ari No.6, Panjer, Kecamatan Kebumen.

Selain itu penyampaian aduan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai kanal.
Terdapat tiga kanal yang dapat digunakan masyarakat, diantaranya:
1. LAPOR!

LAPOR! adalah sebuah platform yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia
untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan pengaduan terkait dengan
pelayanan publik. Melalui LAPOR!, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, saran,
atau aspirasi terkait dengan layanan publik yang disediakan oleh berbagai instansi
pemerintah di seluruh Indonesia.

Tujuan utama dari LAPOR! adalah untuk meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dengan adanya sistem ini,
diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan kepada
pemerintah terkait dengan pelayanan publik yang mereka terima.
LAPOR! memungkinkan masyarakat untuk melaporkan berbagai macam permasalahan
terkait dengan pelayanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi,
keamanan, dan lain sebagainya. Melalui platform ini, masyarakat juga dapat mengikuti
perkembangan pengaduan yang telah mereka laporkan dan mendapatkan informasi
mengenai tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi terkait. Selain itu, LAPOR! juga
membantu instansi pemerintah dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di
lapangan secara lebih cepat dan efisien, sehingga mereka dapat memberikan respons
yang lebih tepat dan solusi yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk bisa mengakses
LAPOR! dapat mengunjungi website lapor.go.id SMS 1708 (Telkomsel, Indosat,
Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).

2. LAPOR GUBERNUR
Lapor Gubernur adalah Portal Laporan Pengaduan Online yang menjadi
perwujudan dari komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk
mengakomodasi aspirasi warga masyarakat se-Jawa Tengah. Aduan yang disampaikan
diharapkan jelas dan lengkap, mencakup permasalahan/keluhan, lokasi kejadian, serta
nomor handphone yang dapat dihubungi. Untuk bisa mengakses Lapor Gubernur dapat

mengunjungi website laporgub.jatengprov.go.id, melalui aplikasi Laporgub Masyarakat



yang tersedia di Play Store dan App Store atau Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) adalah

superapps digital resmi Pemprov Jawa Tengah.

3. LAPOR CEPAT BUPATI

Lapor Cepat Bupati Kebumen (Laporbup) adalah layanan yang disediakan oleh
Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam bentuk aplikasi berbasis web dan android.
Layanan ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara warga dengan
Pemerintah Kabupaten Kebumen, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan
keluhan atau usulan dengan cepat. Pemerintah Kabupaten Kebumen, melalui Perangkat
Daerah terkait, akan merespons dan menindaklanjuti keluhan atau usulan yang
disampaikan. Untuk bisa mengakses Lapor Cepat Bupati dapat mengunjungi website
laporbup.kebumenkab.go.id atau melalui nomor whatsapp 08112634556 dan dapat
diakses melalui aplikasi MyKebumen yang dapat diunduh di Play Store.

F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Lapor! dilaksanakan dengan tahapan
Admin Perangkat Daerah menerima dan melakukan verifikasi awal atas laporan
pengaduan sesuai kewenangan perangkat daerah dalam waktu paling lama 15 (lima belas)
menit sejak laporan diterima. Laporan yang sesuai kewenangan diteruskan kepada Kepala
Perangkat Daerah, sedangkan laporan yang tidak sesuai kewenangan dikembalikan kepada
pengelola pengaduan pemerintah daerah.

Kepala Perangkat Daerah melakukan identifikasi dan disposisi laporan pengaduan
kepada Sekretaris/Kepala Bidang yang berwenang dalam waktu paling lama 20 (dua
puluh) menit sejak laporan diterima. Respon awal atas laporan pengaduan diberikan paling
lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima.

Sekretaris/Kepala Bidang menindaklanjuti laporan pengaduan sesuai dengan
kewenangannya dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak disposisi diterima. Dalam hal
laporan pengaduan tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sistem
Lapor! secara otomatis meneruskan laporan pengaduan kepada Ombudsman Republik
Indonesia.

Admin menyampaikan hasil tindak lanjut laporan pengaduan kepada pelapor melalui
sistem Lapor! dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak jawaban diterima,

sehingga pelapor memperoleh informasi hasil penyelesaian pengaduan.



Pengelolaan aduan masyarakat melalui LaporGub dilaksanakan secara
terintegrasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten
Kebumen. Pengelolaan pengaduan dimulai dari pendistribusian aduan oleh Admin kepada
OPD terkait sesuai substansi paling lambat 1 jam. PIC pada OPD memberikan respons
awal yang diawasi oleh Supervisor, kemudian unit kerja terkait menindaklanjuti aduan
dengan menyampaikan data atau informasi maksimal 3 x 24 jam, termasuk investigasi jika
aduan bersifat krusial. Kepala OPD dapat memberikan arahan tindak lanjut, selanjutnya
progres penanganan disampaikan kepada masyarakat melalui sistem LaporGub, dan hasil
penyelesaian dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika secara berkala setiap bulan.

Pengelolaan aspirasi dan pengaduan Lapor Cepat Bupati di Kabupaten Kebumen
dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
Aduan masyarakat dapat disampaikan secara langsung maupun melalui kanal pengaduan

resmi Lapor Cepat Bupati Kebumen. Setiap aduan yang masuk dicatat dan diregistrasi
paling lama 2 jam, kemudian didisposisikan kepada Kepala OPD dalam waktu 1 hari
kerja. Selanjutnya, disposisi diteruskan kepada Kepala Bidang dan Kepala Seksi sesuai
substansi aduan dalam waktu 1 jam, untuk kemudian menugaskan petugas teknis. Petugas
teknis melakukan pengecekan lapangan paling lama 3 hari, menyusun laporan hasil
pemeriksaan, serta menyiapkan draf surat tindak lanjut. Proses penyusunan, koreksi, dan
persetujuan draf hingga menjadi surat final memerlukan waktu sekitar 1 hari kerja.
Setelah surat hasil tindak lanjut ditandatangani Kepala OPD, hasil penanganan
disampaikan kepada pelapor dan dilakukan pengarsipan paling lama 1 jam. Dengan
demikian, SOP ini memastikan penanganan aduan masyarakat dilakukan secara

terstruktur, tepat waktu, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.



Tabel 1.1 SOP Penanganan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat
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BABII
PENGELOLAAN ADUAN TAHUN 2026

A. JUMLAH DAN STATUS ADUAN
Selama Tahun 2026 Triwulan I terdapat 469 aduan masuk dengan rincian; LAPOR 8
aduan, LAPORGUB 37 aduan dan LAPORBUP 424 aduan. Aduan yang telah

terselesaikan sebanyak 432 aduan atau 100%.

Tabel 1.2 Jumlah dan Status Aduan Triwulan I Tahun 2026

KANAL BULAN/ JUMLAH BELUM PROSES SELESAI
PENGADUAN TAHUN DIPROSE
S
| LAPOR! Januari-Maret
2026 8 - - 8
2 LAPORGUB Januari-Maret
2026 37 - - 37
3 LAPORBUP Januari-Maret
2026 424 - - 424

JUMLAH 469 - - 469

Berdasarkan Tabel 1.1 sepanjang Januari-Maret 2026 Pemerintah Kabupaten Kebumen
menerima 432 aduan masyarakat melalui kanal LAPORBUP, LAPORGUB, dan LAPOR!.
Aduan terbanyak berasal dari LAPORBUP sebanyak 424 aduan, seluruhnya telah diselesaikan.
Kanal LAPORGUB menerima 37 aduan seluruhnya telah ditangani hingga selesai. Sementara
itu, LAPOR! Menerima 8 aduan, seluruhnya juga sudah diselesaikan. Secara keseluruhan 469
aduan telah diselesaikan, menunjukkan kinerja penanganan pengaduan yang responsif dan

akuntabel.

B. REKAP ADUAN PER BULAN
Berdasarkan Tabel 1.3 selama Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan data periode
Januari hingga Maret, jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal Lapor,
LaporGub, dan LaporBup sebanyak 469 pengaduan. Jumlah pengaduan tertinggi terjadi
pada bulan Februari dengan 189 pengaduan, sedangkan Januari sebanyak 150 pengaduan
dan Maret 130 pengaduan. rata-rata aduan masuk dari kanal Lapor sebanyak 3 aduan,

Laporgub sebanyak 12 aduan, dan Laporbup 141 aduan.



Tabel 1.3 Rata-Rata Aduan Per Bulan Per Triwulan [ Tahun 2026

Kanal Pengaduan Jumlah

Lapor LaporGub LaporBup
Januari 6 14 130
Februari 1 14 174 189
Maret 1 9 120 130
Jumlah 8 37 424 469
Rata-Rata 3 12 141 156

C. REKAP ADUAN MENURUT MEDIA YANG DIGUNAKAN
Berdasarkan data yang dihimpun, Website pada kanal pengaduan menjadi media yang
paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam menyampaikan aduan.

Tabel 1.5 Media yang digunakan untuk Menyampaikan Aduan Triwulan I Tahun 2026

Kanal Aduan Media Pengaduan

Website Whatsapp Medsos
8 0

Lapor

LaporGub 37 0 0 37
LaporBup 348 71 5 424
393 71 5 469

Pada Tabel 1.4, media yang paling banyak digunakan masyarakat untuk
menyampaikan aduan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah website, dengan total 393 aduan,
melalui website LaporBup. Tingginya penggunaan website dipengaruhi oleh sosialisasi
kanal aduan resmi Pemkab Kebumen yang cukup massif melalui media sosial, sehingga
masyarakat semakin mengetahui dan memanfaatkan website sebagai sarana pengaduan

yang terintegrasi dan mudah diakses.

Selanjutnya, WhatsApp digunakan untuk menyampaikan 71 aduan, karena dinilai
praktis dan cepat dalam berkomunikasi. Sementara itu, media sosial menjadi media dengan
jumlah aduan paling sedikit, yaitu 24 aduan, karena lebih difungsikan sebagai sarana

informasi dan pengarah masyarakat ke kanal aduan resmi.



D. BIDANG DAN JUMLAH ADUAN
Menurut data aduan yang masuk pada Triwulan I Tahun 2026 setelah dianalisis bidang

aduan dapat dikelompokan menjadi 52 aduan, seperti tabel berikut.

Tabel 1.6 Bidang dan Jumlah Aduan Perangkat Daerah Pengampu per Kanal Triwulan I Tahun 2026

Subtansi Aduan

Jumlah

OPD Pengampu Kanal Pengaduan

Lapor LaporGub LaporBup

Kesehatan, Dinas Kesehatan, 1 10 11
Pengendalian Pengendalian
Penduduk, Penduduk dan
dan Keluarga Keluarga
Berencana Berencana
Pendidikan, Dinas Pendidikan, 0 2 8 10
Kepemudaan dan ~ Kepemudaan dan
Olahraga Olahraga
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan 1 20 114 135
dan Penataan Umum dan
Ruang Penataan Ruang
Perumahan, Dinas Perumahan, 0 2 72 74
Kawasan Kawasan
Permukiman dan Permukiman dan
Perhubungan Perhubungan
Ketentraman, Satuan Polisi 0 1 19 20
Ketertiban Umum, Pamong Praja
dan Urusan
Kebakaran
Sosial, Dinas Sosial, 3 1 12 16
Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan dan Perempuan dan
Perlindungan Anak Perlindungan
Anak
Tenaga Kerja, Dinas Tenaga 0 1 1 2
Bidang Energi dan  Kerja
Sumber Daya
Mineral serta
Bidang
Transmigrasi
Pertanian dan Dinas Pertanian 0 2 2
Pangan dan Pangan
Perindustrian, Dinas 0 6 6
Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi Usaha Perdagangan,
Kecil dan Koperasi Usaha
Menengah Kecil dan
Menengah
Penanaman Modal  Dinas Penanaman 0 2 5 7
Modal dan
Pelayanan Terpadu

Satu Pintu






Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

Komunikasi dan
Informatika,
Persandian, dan
Statistik

Pariwisata dan
Kebudayaan
Lingkungan Hidup,
Kelautan,

Perikanan, dan
Kehutanan

Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan

Kepegawaian,
Pendidikan, dan
Pelatihan

Keuangan

Pengawasan
Humas

Penanggulangan
bencana

Kesatuan Bangsa
dan Politik
Administratif,
teknis, dan
operasional DPRD
Kabupaten

Kearsipan dan
Perpustakaan
Layanan PDAM

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
Dinas Lingkungan
Hidup, Kelautan
dan Perikanan

Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

Badan
Perencanaan dan
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Pendapatan
Daerah

Inspektorat
Bagian Protokol
dan

Komunikasi
Pimpinan

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Sekretariat Dewan

Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan
PDAM Kebumen

109

110

18

17



Layanan Rumah
Sakit Prembun

RSUD Prembun

11

0



Layanan Rumah
Sakit dr Soedirman
Kewilayahan
Kewilayahan

Kewilayahan

Kewilayahan
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Kewilayahan

Kewilayahan
Kewilayahan

Kewilayahan
Kewilayahan

Kewilayahan
Kewilayahan

Kewilayahan
Kewilayahan
Kewilayahan
Kewilayahan
Kewilayahan

Kewilayahan

Kewilayahan
Kewilayahan

Kewilayahan
Kewilayahan

Kewilayahan

RSUD Soedirman

Kecamatan Ambal
Kecamatan
Sempor
Kecamatan
Prembun
Kecamatan Puring
Kecamatan
Adimulyo
Kecamatan Ayah
Kecamatan
Kutowinangun
Kecamatan Alian
Kecamatan
Buluspesantren
Kecamatan
Petanahan
Kecamatan
Sruweng
Kecamatan Mirit
Kecamatan
Buayan
Kecamatan
Buluspesantren
Kecamatan
Kebumen
Kecamatan
Pejagoan
Kecamatan
Kuwarasan
Kecamatan
Rowokele
Kecamatan
Sempor
Kecamatan
Gombong
Kecamatan
Karanganyar
Kecamatan Sadang
Kecamatan
Bonorowo
Kecamatan
Padureso



-5 Kewilayahan Kecamatan 0 1 1
Karangsambung

Junjlah Aduan 8 37 424 469



PadaTriwulan 1 tahun 2026, aduan terbanyak berasal dari bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang, yang didominasi laporan kerusakan jalan. Urutan kedua adalah bidang
Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistikterkait, disusul bidang Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan Perhubungan terkait Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Secara umum, dari aduan-aduan terbanyak tersebut dapat disimpulkan bahwa
keluhan masyarakat masih didominasi oleh permasalahan infrastruktur, meliputi jalan,
jembatan, masalah absensi pegawai melalui aplikasi MyKebumen dan LPJU, yang
merupakan kebutuhan dasar dan berdampak langsung terhadap aktivitas serta keselamatan
masyarakat. Oleh karena itu, sektor infrastruktur menjadi area yang memerlukan perhatian

dan penanganan prioritas dari pemerintah daerah.

BIDANG DAN JUMLAH ADUAN PER KANAL

Bidang aduan terbanyak berdasarkan kanal diatas Tahun 2025, yaitu meliputi (1)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total 135 aduan, (2) Dinas
Komunikasi dan Informatika dengan total 110 aduan, (3) Dinas Permukiman dan

Perhubungan dengan total 74 aduan.



BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Selama Triwulan I Tahun 2026 terdapat 469 aduan masuk dengan rincian; LAPOR 8
aduan, LAPORGUB 37 aduan dan LAPORBUP 424 aduan. Aduan pada tahun 2025

Triwulan I sudah terselesaikan 469 aduan atau 100%.

Bidang aduan terbanyak berdasarkan kanal diatas Tahun 2025, yaitu meliputi (1) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan total 135 aduan, (2) Dinas Komunikasi dan
Informatika dengan total 110 aduan, (3) Dinas Permukiman dan Perhubungan dengan total 74
aduan. Secara umum, dari aduan-aduan terbanyak tersebut dapat disimpulkan bahwa keluhan
masyarakat masih didominasi oleh permasalahan infrastruktur, meliputi jalan, jembatan,
masalah absensi pegawai melalui aplikasi MyKebumen dan LPJU, yang merupakan
kebutuhan dasar dan berdampak langsung terhadap aktivitas serta keselamatan masyarakat.
Oleh karena itu, sektor infrastruktur menjadi area yang memerlukan perhatian dan

penanganan prioritas dari pemerintah daerah.

B. SARAN

1. Perangkat Daerah harus lebih sigap dalam menanggapi keluhan, komentar, dan kritik
masyarakat di berbagai platform seperti WhatsApp, website, dan media sosial. Kecepatan
merespons menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik.

2. Diperlukan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
Kebumen, dan Perangkat Daerah terkait dalam penyelesaian aduan yang bersifat lintas
wilayah atau kewenangan.

3. Perangkat Daerah atau instansi terkait membuat evaluasi berkala meliputi menyusun dan
melaporkan pengelolaan aduan secara berkala, memantau dan evaluasi pengelolaan
pengaduan, serta menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.

4. Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik,
khususnya dalam merespon keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai kanal

pengaduan resmi.



5. Perangkat Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas tindak lanjut pengaduan dengan
memberikan jawaban yang jelas, informatif, dan sesuai dengan permasalahan yang disampaikan

masyarakat sehingga penyelesaian aduan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen

&

Efi lyvani
NIP 198109052009032007
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